




A.	Perspektif Hubungan Internasional tentang Organisasi Internasional.

Negara melakukan hubungan dengan negara lain yang melewati batas dari wilayahnya dikarenakan, pada kenyataannya suatu bangsa tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut meyebabkan adanya saling ketergantungan antar negara satu dengan negara lainnya. Hubungan saling ketergantungan ini juga terjadi karena negara tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada diri mereka sendiri dan juga tidak mampu menghalangi tekanan yang datangnya dari luar, dimana biasanya berupa gagasan, kekutan ekonomi, tekanan kultural, dan juga intervensi militer dari pihak luar.
Hubungan antarbangsa bisa disebut juga dengan interdependensi yang merupakan suatu hal yang terdapat dalam hubungan internasional, dimana hubungan interdependensi tersebut merupakan suatu patokan yang menggambarkan situasi saat ini. Interaksi yang terdapat dalam hubungan suatu negara dengan bangsa merupakan suatu proses dalam sebuah wadah yang dinamakan system internasional, dimana tiap-tiap negara merupakan subsistem yang satu sama lainnya saling berkaitan, interdependensi terjadi karena adanya perubahan disatu bangsa yang menimbulkan perubahan disatu atau lebih negara atau bisa juga akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagian ditentukan oleh apa yang dilakukan pemerintah-pemerintah lain dan dengan sendirinya pemerintah negara-negara membentuk suatu system internasional didalam hubungan internasional.
Untuk mengetahui hubungan antar bangsa dalam memenuhi kepentingan nasionalnya Trygive Mathisen memberikan definisi dari Hubungan Internasional secara luas dalam bukunya Methodology in the Study of International Relations yang dikutip oleh Suwardi Wiraatmadja dalam Pengantar Hubungan Internasional, bahwa Hubungan Internasional atau International Relations, yaitu :
1.	Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
2.	Sejarah baru dari Politik Internasional.
3.	Semua aspek internasional dari semua aspek kehidupan social manusia, yang terjadi atau berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi manusia di negara lain.
4.	Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Kemudian K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Pemikiran Analisis terjemahan Wawan Juanda, memberikan definisi Hubungan Internasional yang lebih spesifik, yaitu :
“Istilah Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antara masyarakat negara yang berlainan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional tersebut meliputi analisa terhadap Politik Luar Negeri atau proses Politik Antar Bangsa yang menyangkut segala hubungan itu.” (1988:27)

Interaksi-interaksi yang ada didalam hubungan internasional sangatlah dinamis, dimana kesemuanya berjalan sesuai tuntutan zaman, dan dalam perkembangannya dapat memberikan suatu kontribusi, dimana perkembangan hubungan internasional saat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dari dunia internasional, salah satunya adalah kerjasama internasional yang sejalan dengan tuntutan penenuhan kebutuhan hidup bagi negara-negara yang ada didunia.
Dalam melaksanakan kerjasama tersebut diperlukan suatu wadah untuk mengkoordinir kerjasama antar bangsa dan antar negara kearah tujuan yang sama yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Administrasi Internasional menyatakan bahwa :
“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional.”(1987:20)

Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu hubungan antarnegara atau antarbangsa, organisasi internasional diperlukan sebagai wadah atau sarana untuk melaksanakan kerjasama internasional, dimana organisasi internasional tersebut memiliki struktur, fungsi dan tujuan yang jelas untuk mencapai kepentingan yang kurang lebih sama sehingga organisasi internasional masuk kedalam lingkup hubungan internasional sebagai salah satu disiplin ilmu.  
Menurut T.May Rudy dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional, organisasi internasional didefinisikan sebagai berikut :
“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujun yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.”(1993:3)

Sementara menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional 2, memberikan definisi sebagai berikut :
 “Istilah “organisasi internasional” mempunyai dua arti  yang berhubungan namun berbeda. Pertama, istilah organisasi dapat dianggap sinonim dari lembaga internasional. PBB misalnya dapat disebut sebagai organisasi internasional atau sebuah lembaga internasional (atau kelompok lembaga). Dalam konteks lain “organisasi internasional” mengacu kepada proses politik internasional yang utama. Dalam proses ini negara-negara anggota berusaha, melalui tindakan-tindakan kolektif dan percobaan diplomatic, mempermudah transaksi diantara mereka. Apalagi bila pokok persoalannya dianggap lebih efisien bila ditangani secara kolektif daripada secara komprehensif.”(1993:367)

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya sebuah organisasi internasional dibentuk untuk mencapai kepentingan individual negara-negara secara kolektif. Lahirnya organisasi internasional dimulai pada abad ke-17 namun mulai berkembang pesat pasca Perang Dunia I, yaitu mulai berkembang di abad ke-20 dimana seiring dengan lahirnya kerjasama internasional, paham idealismepun mulai berkembang didalam studi hubungan internasional.
Dilihat dari klasifikasinya, organisasi internasional terbagi kedalam beberapa macam jenis, fungsi, kegiatan dan tujuan tertentu. Pembentukan organisasi internasional di abad ke-20 tidak hanya diorientasikan untuk tujuan politik atau pertahanan keaamanan saja tetapi berkembang untuk tujuan-tujuan lainnya, seperti ekonomi, social, budaya, olahraga, dan pendidikan, sehingga menimbulkan munculnya berbagai macam jenis organisasi internasional.
Diantara banyaknya pengklasifikasian organisasi internasional, klasifikasi yang paling popular adalah dilihat dari kegiatan administrasinya dan dilihat dari segi luasnya keanggotaan dan ruang lingkup kegiatan. Apabila ditinjau dari kegiatan administrasinya, organisasi internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu :
1.	Organisasi internasional antar pemerintah (Inter-Governmental Organization). Organisasi ini biasa disebut IGO. Anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang secara resmi mewakili pemerintah suatu negara. Organisasi yang termasuk IGO diantaranya adalah PBB beserta organ-organ fungsionalnya, JICA (Jepang), ASEAN.
2.	Organisasi internasional non-pemerintah ( Non-Govermental Organization). Dalam pergaulan internasional jenis organisasi ini disebut NGO atau INGO biasanya berkecimpung pada bidang masalah olahraga, social, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian. Kegiatan administrasinya berdasarkan hokum perdata dan yang menjadi aktornya adalah individu, kelompok social yang terorganisir seperti FIFA, Greenpeace dan WWF.
Bila dilihat dari luas keanggotaan dan ruang lingkup kegiatan, terdapat dua jenis organisasi internasional, yaitu :
1.	Organisasi Global, dimana yang menjadi ciri dari organisasi internasional ini adalah sifat keanggotaan yang terbuka bagi setiap bangsa-bangsa yang berdaulat. Contohnya adalah PBB dengan seluruh organ-organ funsionalnya seperti IMF, FAO, ILO, IMO, dan sebagainya.
2.	Organisasi Internasional Fungsional (sub-global), ciri organisasi internasional ini adalah sifat keanggotaannya yang tertutup, biasanya berlaku bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja, dengan kata lain ruang lingkup kegiatannya bersifat regional. Contohnya adalah ASEAN, AFTA, NATO dan sebagainya.

Menurut Walker S. Jones dalam bukunya Logika Hubungan Internasional, membagi organisasi internasional kedalam dua kategori, yaitu :
I.	Organisasi Global 
A.	Multiguna (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
B.	Bertujuan tunggal atau fungsional
1.	Ekonomi (Dewan Ekonomi Sosial)
2.	Keamanan (Dewan Keamanan)
3.	Anti Penjajahan (Dewan Perwalian)
4.	Gizi (Organisasi Pangan dan Pertanian)
5.	Transportasi Laut (Organisasi Konsultasi Maritim Internasional yang sekarang berubah menjadi Organisasi Maritim Internasional, Transportasi Udara (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional)




1.	Ekonomi (Dana Moneter Internasional)
2.	Keamanan (Pakta Pertahanan Atlantik)
B.	Organisasi-Organisasi Regional
1.	Ekonomi (Masyarakat Ekonomi Eropa)
2.	Keamanan (Organisasi Negara-Negara Amerika : melalui Pakta Rio)
3.	Sosial Budaya dan Ekonomi (Organisasi Negara-Negara Amerika : melalui Pakta Rio)
C.	Organisasi-organisasi Integrasi
1.	Ekonomi (Masyarakat Baja dan Batu Bara Eropa)




B. Konsep Regional dalam Konteks Hubungan Internasional

	Suatu reginalisme dapat dibedakan dengan organisasi global lainnya melalui adanya kedekatan geografis antar negara dalam kawasan tertentu. Tanpa adanaya batas-batas geografis yang jelas maka  konsep regionalisme akan cukup membingungkan dan sulit untuk dipahami. Regionalisme dapat dilihat dari pola-pola interaksinya, apakah itu pola interaksi sosial, berdasarkan ras, etnis, bahasa, agama, budaya, sejarah, kesadaran serta warisan bersama; pola interaksi ekonomi dapat dilihat melalui pola-pola perdagangan; pola interaksi politik dapat dilihat melalui tipe-tipe rezim serta ideologi; serta pola interaksi melalui keberadaaan institusi yang bersifat formal.
	Menjelang abad ke-20, yang kita kenal dengan situasi perang dingin dan bipolaritas saat ini sudah berakhir dan dunia internasional mengalami suatu perubahan yang sangat drastis, dimana terdapat 2 arus pemikiran yang berlawanan berkembang setelah perang dingin tersebut berakhir. Diastu pihak terdapat arus centripetal, yakni arus regionalisme yang menggabungkan berbagai negara-negara nasional menuju kesatuan yang lebih besar dengan tujuan kerjasama yanbg lebih erat diantara negara anggotanya. Dilain pihak ada arus centrifugal, yaitu arus yang melintang dari titik pusat yang terjadi di berbagai negara nasional yang menjadi politik etnis yang mencabik-cabik keutuhan sebuah negara. Fenomena yang terakhir ini bukan hanya menolak regionalisme tetapi juga mementahkan regiuonalisme dalam pengertian konvensional yang sudah mapan.
	Dengan semakin kuatnya daya tarik dorong antara dua kekuatan tersebut maka bentuk dari regionalisme yang terdapat pada sistem dunia internasional pasca perang dingin saat ini pun menjadi beraneka ragam, sehingga melahirkan berbagai macam bentuk regionalisme dengan format yang berbeda dan sering tumpang tindih. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai regionalisme yang kini sering menjadi isu dalam hubungan internasional, kita perlu memahami dan mengupas lebih dalam mengenai apa sebenarnya region tersebut dan bagaimana region bisa kita pahami. 
	Hambatan dalam mengelompokkan negara yang hanya memiliki kedekatan geografis, sementara dalam sisi sosial dan politik sangat berbeda tersebut akhirnya melahirkan kriteria lain dalam mendefinisikan suatu kawasan. Misalnya pendefinisian secara plotik dan secara ekonomi, menurut  Patrick W. Morgan  dalam buku regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional terjemahan I Nyoman Sudira adalah :

“Suatu region politik didefiniskan sebagai region yang terdiri dari negara-negara yang memiliki sistem politik serupa atau menjalankan politik luar negeri yang relatif serupa. Sedang region ekonomi digambarkan sebagai sesuatu region yang terbentuk dari pola perdagangan sama dan berbagai ikatan ekonomi nlainnya yang secara relatif intensif diantara negara-negara yang ada didalamnya.” (1968:7)

Bruce Russet memaparkan karakteristik umum yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu kawasan atau region, yaitu :
1.	Kemiripan sosio-kultural
2.	Sikap politik atau prilaku eksternal yang mirip
3.	Keanggotaan yang sama dalam organisasi-organisasi suprasional atau antar-pemerintah
4.	interdependensi ekonomi yang diukur dengan kriteria perdagangan sebagai proporsi pendapatan nasional
5.	Kedekatan geografik, yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota-ibukota negara itu (Russet dalam Mas’oed,1989:157)

Selain karakteristik yang dikemukakan oleh Russet,  Columbis dan Wolfe juga mengemukakan beberapa karakteristik yang bisa dipakai untuk mendefinisikan suatu region. Dalam bukunya Introduction to International Relation. Power and Justice, kedua ahli tersebut memberikan kontribusi tentang empat cara yang dapat dipergunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah region, keempat kriteria tersebut adalah :
1.	Kriteria geografis; mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub benua, kepulauan, dan lain sebagainya seperti Eropa dan Asia.
2.	Kriteria politik atau militer; mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya Blok Sosialis, Blok Kapitalis, NATO, dan Gerakan Non-Blok
3.	Kriteria Ekonomi; mengelompokkan negera-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembnangunan ekonomi, seperti GNP dan output industri, misalnya negara-negara industrialis, negara-negara berkembang, maupun negara-negara terbelakang.
4.	Kriteria Transaksional; pengelompokkan negara-negara berdasarkan jumlah frekwensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh kriteria ini dapat kita lihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada dan Pasar Tunggal Eropa. (1990:312-313)

Letak geografis suatu negara sebagai unsur telaahan pada masa ini tidak sepenting dan seutama pada kondisi masa lampau. Hal ini turut didukung dengan kemajuan pesat yang telah diperoleh pada bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, tegas-tegas menulis bahwa : 

“Letak dan kondisi geografis yang baik adalah merupakan salah satu dari unsur-unsur kekuatan nasional (element of national power). Bahkan letak dan kondisi geografis suatu negara, digolongkan dalam unsur kekuatan nasional yang tangable (yang nyata dapat dilihat dan diukur).”(1996:175)

Letak geografis yang strategis, serta kondisi geografis yang baik iktu menentukan kecenderungan suatu negara untuk secara aktif berpartisipasi luas dalam hubungan internasional ataupunh secara regional dalam hubungan dengan negara-negara tetangga sekawasan. Namun sebaliknya dapat pula membuat suatu negara menjadi sasaran perebutan negara-negara lain. Misalnya kawasan Eropa yang sebagian besar merupakan negara yang demokratis dan kaya serta stabil dalam bidang politik maupun ekonomi, sehingga mendorong negara-negara lain untuk menjalin hubunjgan diplomatik dan bahkan menancapkan dominasinya.
Upaya integrasi diwilayah negara-negara industri maju sebagian besar didorong oleh pembentukan blok yang disesakkan oleh negara-negara adidaya. Di negara-negara dunia ketiga, upaya integritas ekonomi dan kerjasama keaqmanan regional dirintis oleh dekolonisasi.
Kerjasama ekonomi regional pada mulanya merupakan tanggapan atas lahirnya dominasi ekonomi negara-negara industri maju. Adanya kesadaran akan kesamaan kawasan atau regionalisme atau adanya keinginan untuk turut bberpartisipasi dalam aktifitas lingkungan regionalnyasudah lama diprediksi dengan terbentuknya organisasi internasional dalam sebuah kawasan. Hal ini turut ditunjang dengan adanya kesadaran bahwa kebijakan luar negeri suatu negara secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri negara-negara lain yang berada dalam suatu kawasan atau region yang sama dengan tempatnya berada.
Cantori dan Spiegel dalam bukunya International Organization mendefinisikan kawasan sebagai :

“Kawasan merupakan area di dunia dan terdiri dari negara-negara yang membentuk hubungan luar negeri serta unit-unit yang terhubung secara mutual. Bagi setiap unit, aktivitas unit lain dikawasan yang sama merupakan determinan yang penting bagi kebijakan luar negerinya, sementara negara tertentu di kawasan lain mempunyai pertimbangan ekstra-regional. Namun kebanyakan negara di suatu kawasan pada dasarnya melakukan campur tangan di bidang hubungan luar negeri pada kawasannya sendiri.”(1970:1)

Penggolongan bagian dunia-dunia di atas kawasan-kawasan dan sub-kawasan atau penggolongan regional itu dipengaruhi atau ditentukan oleh bermacam-macam faktor, seperti faktor geografis, sosiologis, politis, keterikatan atau kemitraan terhadap masalah dan perkembangan kawasan. Setiap kawasan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tersendiri yang merupakan suatu sistem atau sub-sistem yang mau tidak mau adalah sub-ordinasi terhadap sistem global atau sistem internasional.

C. Keanggotaan Uni Eropa.
1.	Konsep Tentang Keanggotaan
Masalah keanggotaan dalam organisasi internasional adalah sebagai kelanjutan dari pendirian organisasi internasional yang dibuat berdasarkan suatu perjanjian internasional sebagaimana diuraikan di atas. Satu dari unsur di atas dikeluarkan yakni masalah anggota dalam hal ini dibuat oleh Negara sebagai para pihak. Jelas dan tegas bahwa organisasi dalam kontek ini terbatas pada organisasi internasional antar-pemerintah.
Untuk mengetahui status partisipan (participant) suatu Negara dalam organisasi internasional  HGS mengupas terlebih dahulu tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut : 

1.1	Subjek Keanggotaan 
Apa saja yang dapat menempati posisi peserta atau subjek keanggotaan dalam organisasi internasional, disitu akan muncul yang pertama adalah negara (parts of states) yang terbagi ke dalam sektor geografis dari Negara dan bagian dari pemerintah serta ketiga kelompok Negara kemudian keempat organisasi internasional. Adapun dilihat dari hak-hak yang dimiliki para peserta status anggota dapat dibedakan menjadi : full members (anggota penuh) yang akan berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan tentunya dengan memiliki hak penuh, kedua associate atau affliate members (anggota affiliasi) yang berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, namun tidak memiliki hak memilih (voting rights) seperti organ principal serta partial member yang hanya berpatisipasi dalam kegiatan tertentu saja.
1.2	Mulai Efektif Menjadi Anggota
Suatu Negara akan menjadi anggota dengan dua kemungkinan, yaitupertama ketika berpartisipasi dalam pembentukannya dan mendaftarkan diri sebagai anggota. Kembali berbicara masalah status anggota. Keanggotaan akan dibedakan menjadi original members dan additional members atau other members. Dalam pemenuhan dan pemberian hak-hak serta kewajibannya taidak ada perbedaan. Ketentuan tentang keanggotaan dari segi efektivitasnya dapat dilihat dalam konstitusi IMF, IAEA, FAO, dan Asian African Legal ConsultativeCommittee, Art 1, Statutory Rules 2 (d).

1.3	Berakhirnya Keanggotaan
 Pengakhiran keanggotaan sebuah organisasi internasional yaitu, sebagai berikut :
a.	Penarikan oleh anggota dapat berupa ketentuan konstitusi dan penarikan tanpa ketentuan konstitusi.
b.	Pengeluaran dengan paksa (expulsion from the organization);  yang dapat diartikan pembekuan atau penundaan, hal ini juga kaitannnya erat dengan pengenaan sanksi serta ketentuan defensive organisasi dari anggota yang tidak tunduk atau membahayakan organisasi.

2.	Anggota Uni Eropa 
Keanggotaan Uni Eropa dewasa ini mencapai dua puluh lima negara pada tahun 2004 kemarin. Apabila dilihat, perluasan keanggotaan Uni Eropa akan membawa pengaruh signifikan terhadap peta politik dan perdagangan internasional. Selain itu Uni Eropa akan menjadi suatu suprarational organization yanmg terbesar dengan kekuatan ekonomi yang selektif dan kekuatan militer yang tangguh.
Suatu hal yang menarik dari perhimpunan bangsa-bangsa Eropa adalah adanya upaya ekspansi rekruitmen anggota dengan persyaratan yang selektif dengan indikator-indikator yang jelas.
Faktor-faktor economic performance tetap menjadi prioritas utama, misalnya tingkat inflasi, suku bunga, gross national product, dan tingkat pengangguran. Negara mana saja yang telah dan akan bergabung dalam perhimpunan bangsa-bangsa Eropa.

D.	NATO sebagai Organisasi Internasional
Penataan persekutuan baru di dalam struktur NATO makin menampakkan bentuknya setelah adanya referendum 12 Maret 1986. Negara-negara Eropa Barat hampir seluruhnya bergabung dalam persekutuan ini, diantaranya :Jerman Barat, Inggris, Belanda, Portugal, Italia, Belgia, Luxemburg, Denmark, Eslandia, Norwegia, Yunani, Spanyol dan Prancis. Ditambah Turki dari daerah Mediteranian dan Kanada dari amerika Utara. Amerika Serikat merupakan pemimpin dari persekutuan ini.
	Penempatan Pershing II dan Cruise di negara Eropa Barat, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh NATO bagi anggotanya, disinilah peranan Amerika sesungguhnya dalam usaha membendung ancaman yang datang dari luar yang dapat mengganggu stabilitas internasional. 
	Bagi negara-negara Eropa Barat, adanya konflik atau tidak akan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya pertahanannya untuk menjaga kestabilan dunia internasional.
	Pengaruh yang dominan bagi negara-negara din Eropa terlihat dari kuatnya persatuan diantara anggota-anggotanya dalam menghadapi perkembangan politik di Eropa, keanggotaan mereka dalam NATO lebih berdasarkan kepada keamanan bersama. NATO dengan sekuat tenaga mengintegrasikan anggota-anggotanya agar tetap berada di dalam strukturnya dan menggunakan standar NATO didalam sistem pertahanannya untuk menghadapi ancama yang dapat mengganggu stabilitas dunia internasional, khususnya Eropa.

